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PUTUSAN
Nomor 0131/Pdt.G/2017/PA Pw.

— —"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak
bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton., sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Karyawan Wedding Organizer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya 4 Desember
2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor
0131/Pdt.G/2017/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai
gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:
1.
Bahwa pada tanggal 7 September 2015, Penggugat dengan Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana ternyata dari
Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/04/1X/2015 tanggal 16 September 2015 ;

2.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah

orang tua penggugat di Kabupaten Buton selama (satu) bulan dan
selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Buton 1 (satu ) tahun

2 (dua) bulan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
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3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun
belum dikaruniai keturunan

4,

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan

harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016, rumah tangga mulai

goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh

hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Jarang memberikan nafkah kepada Penggugat:

- Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan kalaupun pulang kerumah
dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras;

- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

5.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya

terjadi pada tahun 2017, dimana selama Penggugat berpisah Tergugat tidak
pernah menanyakan kabar atau berusaha menghubungi Penggugat
akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang pergi
meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di
rumah orang tuanya;

6.

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina
dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud
lagi;

7.

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
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Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang Penggugat sedangkan Tergugat tidak datang ke
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan
nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri bersama
Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, kemudian
dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum,
oleh Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar
tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton Nomor : 194/04/1X/2015
tanggal 16 September 2015 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode
P.

B. Saksi-Saksi:
1. SAKSI |, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah kakek Penggugat di
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persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai
suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah pula tinggal di rumah
kontrakan di Pasarwajo dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai
anak meskipun Penggugat pernah keguguran;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah
pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sejak awal tahun 2017;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi datang
menemui Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak
awal menikah;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada
Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman
keras
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat;
2, SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan
pedagang Pasarwajo, Kabupaten Buton, saksi adalah paman Penggugat, di
persidangan telah memberikan keterangan dibawa sumpahnya pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai

suami istri;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pernah pula tinggal di rumah

kontrakan di Pasarwajo dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai

anak meskipun Penggugat pernah keguguran;

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah

pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

sejak awal tahun 2017;

- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi datang

menemui Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat

dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak

awal menikah;

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman

keras

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak
keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya
tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai sekaligus mohon putusan;

Bahwa Penggugat untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang
perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari
Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti

diuraikan tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat hal mana dalam
identitas gugatan bahwa domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum
Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan
perubahannya dan perkara ini menunjukkan perkara perkawinan sebagaimana
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dengan demikian Pengadilan Agama Pasarwajo
berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, pada
pokoknya bahwa semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan wajib
terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, namun terdapat
pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di
Pengadilan bahwa “sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya
Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara resmi,” oleh karena
dalam perkara ini pihak Tergugat tidak hadir sehingga Proses Mediasi tidak
dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memberikan nasehat
kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh
orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran
Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum,
dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum
serta dalil-dalil gugatannya terbukti, maka gugatan Penggugat tersebut dapat
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dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat(Verstek), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat
(1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat
yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan
Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan ternyata Tergugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-
dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang yang telah ditetapkan Tergugat
tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa yang sah untuk mewakilinya.
Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah
membangkang perintah pengadilan (ta’azzuz), dengan demikian patut
dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam
sebagaimana termaktub dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz 1l halaman 405 yang
kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam
persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat

dzalim dan gugurlah hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut
diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan pergi meninggalkan
Penggugat tanpa memberikan nafkah, akibatnya sejak tahun 2014 antara
Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat
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karena ketidakhadirannya di persidangan, namun oleh karena perkara ini
termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya
kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya
sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan
Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam
Kitab Al-Anwar Juz Il halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis
hakim sebagai berikut:

&I—A.M.l J'L? oJ')'_&iJ_gl a.:Jl_g.nJ oJLn'A.>| P& ¥ UI_S
asle oSallg aindlg sgeall

Artinya:  “Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia
enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat
mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya”.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa surat dan dua orang saksi di persidangan,
maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P)
berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang
dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 1 huruf
(f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada
relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti
tertulis dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi
persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim
menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah dan
Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan
hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat

Nikah”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti
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tertulis (P) yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas,
Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan
Tergugat, oleh sebab itu Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang
berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan sulit
untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah,
Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi
tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara
perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya
sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasar
pada Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi
syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan
dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
serta keterangan kedua saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat
ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 dan 3 dalam gugatan
Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat, maka
Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setelah menikah, Penggugat dan
Tergugat pernah tinggal bersama bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua
Penggugat di Pasarwajo dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi — saksi Penggugat
yang sering mendengar perselisihan Penggugat dan Tergugat sedangkan
keterangan dan mengetahui penyebab yaitu Tergugat tidak memebrikan
nafkah kepada Penggugat dan sering menyakiti badan Penggugat maka
terhadap dalil tersebut terbukti secara hukum

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya atau
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awal tahun 2017 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi
memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang menemui
Penggugat maka terhadap dalili mengenai pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat
tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut
merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi
bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,
sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh
karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai
keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melihat sikap Penggugat yang
tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pada setiap
persidangan Majelis Hakim memberikan nasehat untuk rukun kembali dengan
Tergugat akan tetapi sikap Penggugat tetap ingin bercerai maka dapat
disimpulkan bahwa Penggugat tidak lagi berkeinginan untuk membina rumah
tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii gugatan Penggugat
dihubungkan dengan alat bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di

persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri
yang sah.
2. Bahwa benar keduanya telah hidup bersama dalam

sebuah rumah tangga sejak tanggal 7 September 2015 dan belum dikaruniai
anak;

3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat
sering memukul Penggugat dan tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat dan Tergugat sering minum-minuman keras;
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4, Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak awal tahun 2017;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi rukun untuk
hidup berumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jonto Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21

Terjemahannya:  “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa kewajiban lahir berupa mu’asaroh bil ma’ruf
sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat
menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu
kepada yang lain”, Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya” dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur
urusan rumah tangga sebaik-baiknya” jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan
Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam namun melihat fakta
yang ada, sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai bentuk
pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

bukan merupakan pertengkaran dan perselisihan biasa namun sudah terus
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menerus terjadi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang
menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian
yang hanya menerangkan akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan
hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa
keterangan kedua saksi yang mengetahui sebab-sebab perpisahan dan
pecahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat (Vreem de Oozaak), serta
kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua
belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim
keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan
Penggugat dan merupakan judec factie sebagai akibat hukum pernikahan
Penggugat dengan Tergugat yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan
pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat tidak
dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk
meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak
berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum
maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan
sengketa rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari,
namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan
perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal, maka mempertahankannyapun sesuatu yang sia-sia, oleh
karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma hukum, maka
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Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan
secara baik-baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan
Qaidah Fighi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
yang berbunyi:

allosll wl> s patio swlaall 5,0

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik
maslahat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-
Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat

Majelis Hakim sebagai berikut :

wolall lgale sllo lg=9,] a2 g ll axs, pac 2l Ol
AT

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan
talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 vyang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi
sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Nomor 237K/AG/1998 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa perceraian
dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara
gugatan Penggugat terbukti secara hukum dan tidak melawan hukum, dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan
Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama dan perubahannya
jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis
hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat
perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo,
Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan
dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2017 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya
sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad Syaokany, S. Ag
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ansar, S.H sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd
Dra. Hj. Nurbaya

Hakim Anggota | Hakim Anggota Il
ttd ttd
Sudirman M, S.HI Ahmad Syaokany, S. Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ansar, S.H
Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Biaya proses :Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan :Rp 120.000,00
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4. Biaya redaksi 'Rp 5.000,00
5. Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah)
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